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BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 2 TAHUN 2OL2

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
I{ABUPATEN BALANGAN

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 20O8
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Balangan

Mengingat 1.

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun
2}ll maka perlu dilakukan perumusan tugas
pokok dan uraian tugas unsur-unsur Organisasi
Perangkat Daerah;

bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas
yang sesuai dengan batas kewenangan dan
tanggung jawab Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kabupaten Balangan, dipandang perlu untuk
menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-
unsur organisasinya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok
dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Kabupaten Balangan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 7999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

b.

C.



2.
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5.

6.

7.

8.

Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2OO3 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO3 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a265);

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2OO4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Und,ang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aSaa);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor aa34;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah KabupatenlKota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor a737);

Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OO7

tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a74l);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2}ll tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

9.



10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

1 1. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3

Tahun 2OO8 tentang Pembentukan, Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 44) sebagaimana telah
diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2oll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2oll Nomor 18).

Menetapkan

MEMUTUSI(AN :

: PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS
POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR
ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BALANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai

unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bupati adalah Bupati Balangan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.

5. Badan Pemberdayaarr Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Kabupaten Balangan.

2.

3.

4.

6. Kepala Badan adalah Kepaia Badan Pemberdayaan
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

7. Sekretariat adalah Sekretariat Badan Pemberdayaar,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Perempuan,
Balangan.

Perempuan,
Balangan.



g. Bidang adalah bidang-bidang di lingkungan Badan Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluatga Berencana Kabupaten

Balangan.

g. sub Bagian adalah sub-sub bagian pada Sekretariat Badan

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana KabuPaten Balangan'

10. Sub Bidang adalah sub bidang pada bidang-bidang di lingkungan

Badan Pernberd ayaar- Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana KabuPaten Balangan'

1 1. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional

pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Kabupaten Balangan'

BAB II

TUGASPoKoK,URAIANTUGASDANUNSUR.UNSURoRGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLINDUNGANANAKDANKELUARGABERENCANA

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan uraian Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 2

(1) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak_dan Keluatga

Berencanr- *.*plnyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan

daerah di bidang pemUerJayaan perempuan, perlindungan anak dan

keluarga berericana berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. mengkoordinasikan, merumuskan dan menetapkan kebijakan

teknis serta mengendalikan peiaksanaan bidang pemberdayaan

perempuan, perlindungan "',.k dan keluarga berencana sesuai

L.rrg".r kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan

perJndang-undangan Yang berlaku;

b. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan teknis serta

mengendalikan pelaksanaan pen)rusunan peraturan perundang-

undangan daeiah di bidang pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai dengan norma,

standar dfn prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah;

c.merencanakan,mengkoord'inasikandanmengendalikan
penyelenggaraan penyusunan program;

d. merumuskan program kerja berdasarkan kebijakan umum Bupati

sebagai Pedoman daerah;



e. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyelen ggaraa.. pengelolaan keuangan, proses administrasi
penlgat an peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, urusan
ketatausahaan, rumah tangga, kepegawaian dan perlengkapan;

f. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional,

memfasilitasi dan memberikan dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan keluarga berencana;

g. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan
perlindungan anak;

h. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang
pemberdayaan Perempuan ;

i. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,

mengatur dan mengkoordinasikan pelaksaflaari fasilitasi kegiatan
keluarga berencana;

j. merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi kegiatan
keluarga sejahtera;

k. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di
tid".rg pemberd"yr.^., perempuan, perlindungan anak, keluarga

berencana dan keluarga sejahtera;

1. pembinaan, pengaturan dan pengendalian kualitas perempuan;

m. pembinaan, pengaturan dan pengendalian kualitas anak;

n. pembinaan, pengaturan dan pengendalian keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

o. merencanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan hubungan
kerjasam" a-#g"" iistansi terkait baik daeiah maupun vertikal
guna kelancaran pelaksanaan tugas;

p. mengkoordinasikan kegiatan kerja para Kepala Bidang dan
^ 

Sekretariat dalam rangka kelancaran tugas masing-masing;

q. meneliti dan menyeleksi usulan kegiatan Kepala Bidang dan

Sekretariat sebagai bahan pembuat kebijakan selanjutnya;

r. melakukan penelitian pengawasan terhadap perencanaan dan dan

pelaksanaan p-"k.4"", maupun pelayanan

administrasi / ketatausahaan ;

s. memberi petunjuk dan pembinaan kepada para kepala bid-ang dan

bagian p.r,.ga*asan serta pengendalian dalam rangka pelaksanaan

tugas sesuai ketentuan yang berlaku;

t. memantau pelaksanaan kegiatan kepala bidang dan sekretariat

serta -.rrg.rrr-luasinya dalam tugas masing-masing;

u. melakukan pembinaan pengawasan serta pengendalian terhadap

pelaksanaa[pengelolaanuntukpelaksanaanteknis;
v. mengelola kebijakan pelaksanaan tugas sesuai dengan arahan

Uupiti dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi badan;



mengkoordinasikan pelayanan administrasi dan mengelola urusan
ketatausahaan;

membuat laporan kegiatan badan berdasarkan bahan laporan

masing-masing unlt t<e4a dan data yang ada untuk disampaikan
kepada atasan sebagai bahan masukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang
tugas.

Bagian Kedua

Unsur-Unsur Organisasi
Badan Pemberdayaan PeremPuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Badan Pemberd ayaa1 Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana terdiri dari :

Sekretariat;

Bidang Pemberdayaan PeremPuan;

Bidang Perlindungan Anak;

Bidang Keluarga Berencana;

Bidang Keluarga Sej ahtera;

UPT; dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGANANAKDANKELUARGABERENCANA

Bagian Pertama

Sekretariat

Pasal 4

sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan,

pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan

sumber daya di lingkungan badan serta melaksanakan urusan
pen5rusunan progrr-.rr, ,-r-, kepegawaian, keuangan dan pelaporan'

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan pen)rusunan rencana program kerja dan anggaran

belanja badan;

b. men5rusun langkah kegiatan kesekretariatan berdasarkan data

rencana kerja masing--masing bidang di lingkungan badan

w.

x.

v.

a.

b.

C.

d.

e.

f.

ob'

(1)

(2\



c.

d.

e.

f.

berpedoman pada tahun lalu dan tahun yang sedang berjalan

sebagai acuan kerja;

melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf di
bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas badan, dan memberikan
pelayanan administrasi kepada bidang-bidang;

menyelenggarakan urusan kesekretariatan yaitu membina,
mengatu.,-du.., menyelenggarakan pengelolaan personil, material
dan finansial badan;

menyiapkan peraturan perundang-undangan bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana sesuai

d"rrg.r, norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh

Pemerintah;

melaksanakan penyusunan data, evaluasi dan penyiapan laporan
pelaksanaan program kerja dan dokumentasi;

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi urusan
pengelolaan keuangan;

melaksanakan urusan organisasi dan tatalaksana, hukum dan

perundangan-undangan ;

men)rusun, mengatur, mengawasi terlaksananya penyiapan dan

pengelolaan kesekretariatan dalam rangka pembinaan
ketatausahaan badan;

k. mengadakan penelitian dan pembahasan terhadap kebijaksanaan
umum yang telah digariskan pimpinan;

1. menyusun program, mengatur dan mengawasi pengumpulan data
*"ng".r"i mat-erial, keuangan, personil, dari satuan organisasi
badan guna menunjang kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan

pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. men]ruSun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya
pekerjaan bagi satuan organisasi badan yang meliputi pelayanan

kepegawaian, keuangan dan umum;

n. menyusun program, mengatur dan mengawasi terlaksananya
pelayanan bagi satuan organisasi badan yang meliputi pelayanan

,ar.rini"trasi, akomodasi, perjalanan dinas dan kehumasan;

o. men]rusun program, mengatur dan mengawasi teriaksananya
p.rgr*pulan, [ensistematisan, menganalisa serta mengevaluasi

data kebutuhan rumah tangga badan;

p. menyusun program, mengatur dan mengawasi pendistribusian dan
' 

penerimaara penyaluran ptmbekalan dan pengaturan penyimpanan
perlengkapan dalam gudang;

q. membuat laporan kegiatan kesekretariatan yang meliputi personil,

material, dan finansial sesuai dengan sumber data yang ada dan

laporan bawahan untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan

masukan;

r. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi badan;

s. melaksanakan penyimpanan dan pemeiiharaafl dokumen pada

Sekretariat;

ob'

h.



t. melaksanakan penyusunan laporan Sekretariat dan penyiapan
penyusunan laPoran badan;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum dan KePegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan

c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan dan
perlengkapan, kehumasan dan keprotokolan, perjalanan dinas serta

melaksanakan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, hukum,
perundang-undangan dan pengelolaan administrasi kepegawaian'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan penyusunan program kerja sub Bagian umum dan
Kepegawaian;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. melaksanakan urusan surat-men)rurat dan kearsipan;

d. melaksanakan urusan keprotokolan dan kehumasan, penerimaan

tamu pimpinan, upacara, rapat dinas dan administrasi perjalanan

dinas;

e. melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan

keindahan di lingkLrngan badan;

f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan,

penyimpanan, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana

badan;

g. melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian,
pemeliharaan, perawatan sarana dan prasarana badan;

h. men5rusun dan mengadministrasikan penyedian peralatan,

perlengkapan kantor, barang cetakan dan alat tulis kantor;

i. melaksanakan inventarisasi dan usul penghapusan barang miiik
daerah di lingkungan badan;

j. melaksanakan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di

lingkungan badan;

k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen sub
Bagian umum dan KePegawaian;

u.

V.



q.

r.

S.

1. melaksanakan penyusunan laporan Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian pada sekretariat, penyiapan bahan dan penyusunan
laporan badan;

m. menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana
berkLnaan dengan ,rair.., tugas, informasi jabatan, sistim dan

prosedur kerja;

n. melaksanakan analisis jabatan dan analisis organisasi;

o. melaksanakan penyusunan bahan penyempurnaan organisasi dan
usul kelembagaan di lingkungan badan;

p. melaksanakan penyusunan sistem dan
lingkungan badan;

prosedur kerja di

t.

melaksanakan penyiapan bahan pen)rusunan rancangan peraturan
perundang-undangan di lingkungan badan;

melaksanakan penelaahan dan penyusunan bahan pertimbangan
hukum;

melaksanakan penyebarluasan peraturan perundang-undangan di
lingkungan badan;

menyiapkan bahan rencana mutasi kepegawaian yang meliputi
p"r,gr.ttgt atan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji

berkala pensiun serta urusan mutasi lainya;

menyiapkan bahan pembinaan pegawai meliputi disiplin
pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan
petaiftr.rr, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;

melaksanakan penataan administrasi kepegawaian meliputi,
bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi
berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;

melaksanakan pen1rusunan data dan informasi kepegawaian dan

daftar penilaian prestasi/ kinerj a pegawai;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 7

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan
pengumpulan dan pengolahan data, pen5rusunan program, rencana

kerja dan anggararr serta evaluasi dan pelaporan'

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan
informasi;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pen]rusunan rencana
strategis;

u.

v.

w.

x.

v.

(1)

(2)



c,b'

h.

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja
dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta
ind.ikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;

e. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan hubungan kerja untuk
menunlang keberhasilan impiementasi program kegiatan dengan
pelaksana kegiatan serta instansi terkait;

f. mengidentifikasi lokasi, potensi wilayah dan statistik pada wilayah
kerja badan;

menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan
program dan kegiatan;

menyiapkan bahan dan mengolah laporan realisasi program dan
kegiatan;

i. men5rusun program tahunan badan dari data yang berasal dari
bidang masing-masing;

j. mengkoordinasikan pembuatan laporan bulanan, triwulan dan
tahunan bersama bidang;

k. menyusun dan membuat laporan bulanan, triwulan dan laporan
tahunan;

I. men)rusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) dinas;

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
penatausr"h"u.., administrasi keuangan dan pertanggungjawaban
keuangan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

a. melaksanakan pen5rusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;

b. melaksanakan pembinaan dan penilaian atas prestasi kerja staf
subbag di bawahnya sesuai dengan uraian tugasnya;

c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis penatausahaan dan

pengelolaan administrasi keuangan;

d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan
penyusunan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan
badan;

e. melaksanakan penyusunan satuan biaya kegiatan;

f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembayaran belanja

langsung dan tidak langsung;

g. melaksanakan penelitian kebenaran dokumen pencairan anggaran

dan ketersediaan dana sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

(1)

(2\



h. melaksanakan penyusunan bahan revisi anggaran badan;

i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran
keuangan badan;

j. melaksanakan pembukuan, verifikasi dan penghitungan anggaran;

k. melaksanakan pemantauan keadaan anggaran;

1. melaksanakan pen5rusunan laporan pelaksanaan anggaran dan
penghitungan anggaran di lingkungan badan;

m. melaksanakan penyiapan usul bendahara dan calon pemegang uang
muka kegiatan unit kerja di lingkungan badan;

n. men5rusun laporan keuangan, melaksanakan penyimpanan dan
pemeliharaan dokumen Sub Bagian Keuangan;

o. melaksanakan pen1rusunan laporan Sub Bagian Keuangan pada
Sekretariat dan penyiapan penyusllnan laporan badan;

p. menyusun rencana, melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan- 
penyajian dan analisa data anggaran perencanaan dan belanja
badan;

q. menghimpun dan menganalisa data anggaran dan realisasi
keuangan;

r. menghimpun dan menyiapkan bahan dan men5rusun rancangan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk dijadikan DPA-SKPD baik belanja langsung maupun belanja
tidak langsung;

S. men5rusun rencana anggaran penerimaanlpengeluaran badan, Serta

pengelolaan data keuangan sebagai bahan perhitungan dan
perencanaan tahun anggaran yang akan datang;

t. mengkoordinasikan pembuatan dan pelaporan SPJ dari seluruh
bidang;

u. memeriksa dan mengontrol SPJ yang masuk dari seluruh bagian
dan bidang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

v. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan pembuatan laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran serta memelihara arsip
administrasi keuangan;

w. menyiapkan bahan serta memberikan pelayanan dalam rangka
pemeriksaan keuangan;

x. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasii pemeriksaan serta
laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;

y. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.
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Bagian Kedua

Bidang Pemberdayaan PeremPuan

Pasal 9

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas menyiapkan

bahan dan merumuskan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan

dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan pengarusutamaan gender,

peningkatan kualitas hidup, peningkatan peran dan perlindungan
perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam

pembangunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men5rusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan mengevaluasi kegiatan pemberdayaan perempuan;

b. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
koordinasi 

-pembinaan 
pengarusutamaan gender, peningkatan

kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

c. menyusun program, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan
bimbingan 

- dan petunjuk teknis pengarusutamaan gender,

peningkatan kualitas hidup dan perlidungan perempuan.;

d. men5rusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
pelaksanaan bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan peran

perempuan dalam tesejahteraan masyarakat serta partisipasi
dalam pembangunan;

e. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan

bidang tugasnya;

f. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

g. memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

h. menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

i. menyiapkan bahan dan mengolah
sesuai sumber data dan laPoran
bahan masukan serta memelihara

j. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas.

Pasal 1O

Bidang Pemberdayaarr Perempuan terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender; dan

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

laporan dalam berbagai bentuk
bawahan kepada atasan sebagai
arsip;
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b. Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

Pasal 11

(1) Sub Bidang Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyiapkan
bahan, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan koordinasi
pembinaan dan fasilitasi bimbingan dan petunjuk teknis peningkatan
pe.rgarusutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

men5rusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan
pengarulsutamaan gender dan partisipasi perempuan dalam
pembangunan;

d. mengumpulkan dan mengolah data pengarusutamaan gender
ditembaga pemerintah dan non pemerintah serta partisipasi
perempuan dalam pembangunan;

e. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan peningkatan
pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan;

f. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis operasional pelaksanaan
pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan;

g. melaksanaan bimbingan teknis dan pelaksanaan pengarusutamaan
gender meliputi kegiatan dan perencanaan anggaralr yang
iesponsive gender, penguatan kelembagaan serta penyediaan data
terpilih;

h. menyiapkan bahan analis kebijakan pelaksanaan kegiatan
pengarusutamaan gender di lembaga pemerintah dan non
pemerintah dan partisipasi perempuan dalam pembangunan;

i. menyiapkan bahan dan kerjasama dengan instansi/unit kerja
terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan pengarusutamaan
gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam
pembangunan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi- 
kegiatan pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi
perempuan dalam Pembangunan;

k. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pengarusutamaan
g"r,.d", dan peningkatan partisipasi perempuan dalam
pembangunan;

1. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
pengarusutamaan gender dan peningkatan partisipasi perempuan
dalam pembangunan;

b.
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m. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnYa;

n. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan

tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

o. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai

dengan rencana;

p. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan

karier;

q. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai sumber d"ata dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

r. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasii pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi

untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Pasal 12

(1) Sub Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan mempunyai

tugas menyiapkan bahan, merumuskan kebijakan teknis dan

melaksanakan koordinasi dan fasilitasi bimbingan dan petunjuk teknis

peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan'

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

a. melaksanakan pen5rusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. men5rusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai Pedoman;

c. menyiapkan bahan dan men5rusun rencana kegiatan peningkatan
kualitas hidup dan perlindungan perempuan;

d. mengumpulkan dan mengolah data sumberdaya, kualitas hidup
dan perlindungan Perempuan;

e. menyiapkan bahan petunjuk teknis pelaksanaan program
peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan
perempuan terutama bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
fiukum dan HAM, politik, lingkungan dan sosial budaya;

f. melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan peningkatan
kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

g. menyiapkan bahan analisis dan pelaksanaan program peningkatan
kualitas hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi
atau unit kerja terkait dalam keterpaduan penyusunan program

dan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan dan
perlindungan Perempuan ;
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i. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi peningkatan kualitas
hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi
kegiatan dan men5rususn laporan kegiatan peningkatan kualitas
hidup perempuan dan perlindungan perempuan;

k. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

1. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

m. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar
sesuai dengan rencana;

n. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang
dicapai berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan
peningkatan karier;

o. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

p. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan Anak

Pasal 13

(1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan' ' 
-"ru*uskan kebijakan teknis serta mengkoordinasi dan fasilitasi
pelaksanaan kegiatan pembinaan perlindungan dan peningkatan
kesejahteraan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. men1ruSun program, mengatur, membina, mengendalikan,
*"rr"g"uu.luasi' di.n 'mengkoordinasikan pelaksanaan fasilitasi
perliidungan dan peningkatan kesejahteraan anak;

b. men1rusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan 

-mengevahiasi 
kegiatan peningkatan ke sej ahteraan anak;

c. men5rusun program, mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan
dan "mengevalJasi kegiatin advokasi, fasilitasi dan pengembangan
lembaga perlindungan anak;

d. menyusun program, mengkoordinasikan, mengendalikan dan
*"rr!"valuasi 'i<egiatan penanggulangan dan penghapusan
perdagangan anak;

e. men5rusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi- 
bimbing.tt au.ri petunjuk leknis pening.l-<atan 

- 
peran keluarga dan

ma"yat:akat dalam memperjuangkan nasib anak;
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f. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi
Ui-Uirg"n 'da; petunjuf teknis pengendalian potensi dan
peningkatan kualitas anak;

g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya.

h. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam_ pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

i. memeriksa, mengontrol dan manilai hasil kerja bawahan agar
sesuai dengan rencana;

j. menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

k. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam_ berbagai bentuk

"e"r"u.i 
iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

1. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.

Pasal 14

Bidang Perlindungan Anak terdiri dari :

a. Sub Bidang Perlindungan Anak; dan

b. Sub Bidang Kesejahteraan Anak.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi, merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan
pembinaan, fasilitasi dan bimbingan teknis pengembangan dan
peningkatan kesejahteraan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut :

melaksanakan pen5rusunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

men1rusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan;

c. mengumpulkan dan mengolah data tentang penyelenggaraan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi kegiatan
perlindungan anak;

e. menyiapkan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam program-
program pembangunan daerah;

f. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi perlindungan dan
pemenuhan hak-hak anak;

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

a.

b.
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g. menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga
terkait dalam peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak-hak
anak;

h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pelaksanaan
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak;

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-
masing;

j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar sesuai rencana yang ditetapkan;

k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karir;

1. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk seianjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 16

(1) Sub Bidang Kesejahteraafl Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan,
merumuskan kebijakan teknis dan meiaksanakan pembinaan dan
bimbingan teknis pengembangan dan peningkatan kesejahteraan anak.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

a. melaksanakan pen5rusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

c. menyiapkan bahan mengumpulkan, mengolah serta menganalisa
data pengembangan dan peningkatan kesejahteraan anak;

d. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan
dokumentasi permasalahan kesejahteraan rakyat;

e. menyiapkan bahan dan men5rusun petunjuk teknis serta
melaksanakan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan
anak;

f. menyiapkan bahan dan mengembangkan kerjasama antar lembaga
terkait dalam peningkatan kesejahteraan anak;

g. menyiapkan bahan, memberikan fasilitas dan mengembangkan
kerjasama peningkatan pelayanan dalam pengembangan dan
peningkatan kesej ahteraan anak;

h. menyiapkan bahan informasi dan sosialisasi pengembangan dan
peningkatan kesejahteraan anak;

i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengembangan dan
peningkatan kesejahteraan anak;
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(1)

(21

j. membagi tugas kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing;

k. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas berjalan lancar sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang
berlaku;

1. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar
sesuai dengan rencana;

m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai
sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan karier;

n. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai iumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

o. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Bagian Keempat

Bidang Kelurga Berencana

Pasal 17

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

-"r,r*r*kan kebijakan teknis serta mengkoordinasikan dan fasilitasi
pelaksanaan pembinaan kegiatan keluarga berencana melalui program
pelayanan kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang
keiuarga berencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan penyusunan program keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi;

C. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pen5rusunan petunjuk teknis mengenai
pembinaan serta pengendalian keluarga berencana;

d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
peiaksanaan kegiatan pembinaan keluarga berencana dan
kesehatan reproduksi;

e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengawasan keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi;

f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegialan pembinaan pelayanan kontrasepsi dan

kesehatan reproduksi;

g. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksarraarr program pengembangan institusi dan peran serta;
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h. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegialan advokasi, komunikasi, informasi serta

edukasi keluarga berencana;

i. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi Tim
Keluarga Berencana keliling serta pelayanan kegiatan institusi dan
peran serta di bidang keluarga berencana;

j. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan
bidang tugasnya;

k. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

1. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar

sesuai dengan rencana;

m. menilai prestasi kerja bawahan
dicapai berdasarkan ketentuan
peningkatan karier;

n. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai Lumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

o. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

Pasal 18

Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

a. Sub Bidang Bina Partisipasi dan Fasilitasi Keluarga Berencana; dan

b. Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)'

Pasal 19

(1) Sub Bidang Bina Partisipasi dan Fasilitasi Keluarga Berencana
mempunyal tugas menyrapkan bahan koordinasi, merumuskan
t<eUi3at<an teknis dan melaksanakan pen5rusunan program, petunjuk
teknis pembinaan dan pengendalian peningkatan peran serta

masyarakat dan fasilitasi keluarga berencana melalui pelayanan

kontrasepsi dan kesehatan reproduksi.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:
melaksanakan pen)'usunan rencana dan program kerja sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;

men1rusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja

tahunan sebagai Pedoman;

c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis bina partisipasi
dan fasilitasi keluarga berencana;

berdasarkan hasil kerja Yang
yang berlaku sebagai bahan

a.

b.
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d. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai peran

serta masyarakat ian pemakaian kontrasepsi serta kesehatan

reproduksi;

e. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan pembinaan
*"ng.r"i strategi 

- 
peiaksanaan pelayanan kontrasepsi dan

kesehatan reProduksi;

f. melaksanakan penyusunan rencana program operasional dan
pengendalian mengenai pelayanan kontrasepsi dan kesehatan

reprodusksi;

g. melaksanakan kegiatan bimbingan/penyuluhan terhadap
pemakaian alat kontrasepsi dalam pelaksanaan program Keluarga

Berencana;

h. melaksanakan kegiatan pembinaan partisipasi masyarakat di
bidang keluarga b"r.r.u-rr. dengan unit pelayanan kesehatan

seperti Rumah Sakit, Fuskesmas, Klinik KB, Posyandu, organisasi
profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

i. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan
pembinaan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;

j. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam- 
rangka- pelaksanaan pembinaan dan pengembangan serta

pen-gendalian terhadap pelayanan kontrasepsi dan kesehatan

reproduksi;

k. menyiapkan hubungan kerja dengan komponen dan instansi
tekhnis terkait dalam perumusan program dan kegiatan
peningkatan kesehatan repioduksi remaja dan perlindungan hak
hak reproduksi;

1. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

m. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

n. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai

dengan rencana;

o. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai

berdasaikan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkatan

karier;
p. menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk' 

sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

q. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan

hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas.

t9



(1)

Pasal 2O

Sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mempunyai
tugas men5Tiapkan bahan koordinasi, merumuskan kebijakan teknis
da-n melakianakan pen5rusunan program, petunjuk teknis, pembinaan
dan pengendalian program pengembangan komunikasi, informasi dan
edukasi di bidang keluarga berencana.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

melaksanakan pen).usunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

men5rusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

c. menghimpufl, mengolah dan menganalisa data mengenai
komunikasi, informasi dan edukasi di bidang Keluarga Berencana;

d. menyiapkan bahan pen1rusunan petunjuk teknis dan pembinaan
*..rg.t.i pelaksanaan bidang komunikasi, informasi dan edukasi
di bidang Keluarga Berencana;

e. melaksanakan penyusunan rencana program operasional dan
pengendalian bidang komunikasi, informasi dan edukasi di bidang
keluarga berencana;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian program
pengembangan bidang komunikasi, informasi dan edukasi di bidang
keluarga berencana;

g. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan hasil
pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang keluarga
berencana;

h. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam
,atrg1"' pembinaan dan- peningkatan komunikasi, informasi dan
edukasi di bidang keluarga berencana;

i. melakukan penyuluhan dan pengayoman terhadap calon peserta KB
baru dan peserta KB aktif;

j. menyiapkan konsep program dan rencana_ kegiatal pembinaan
' ."-i..ja dan perlindungan hak- hak reproduksi pada bidang keluarga

berencana;

k. melakukan kegiatan teknis operasional keluarga berencana dan
kesehatan reploduksi dengan- unit pelayanan kesehatan seperti
Rumah sakit, Puskesmas, I(inik KB,- Posyandu, organisasi profesi
dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

1. melaksanakan kegiatan teknis operasional peng-e.mpangan dan
p"-Uit.an peningfatan kesehatan- remaja dan perlindungan hak-
Lak reprodui<si dengan Lembaga Swadaya Masyarakat;

m. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;

n. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugas sesuai ddngan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

o. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai
dengan rencana;

(2)

a.

b.
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p. meniiai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yan$ dicapai
berdasaikan ketett[r"n yang berlaku sebagai bahan peningkatan
karier;
menyiapkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk

"""rrLi 
iumber data dan lapdran bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

q.

r.

S.

Bagian Kelima

Bidang Kelurga Sejahtera

Pasal 21

(1) Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai ,t98-as melaksanakan' 'menyiipkan bihan dan merumuskan kebijakan teknis serta

-errgt oordinasikan dan fasilitasi pelaksanaan Segiatan pembinaan,
penglndalian, pengawasan dan evaluasi . pelaksanaan program

f en[embangan dan pemberdayaan keluarga sej ahtera.

(2) lJraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja bidang
keluarga sejahtera sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan 

_ 
program pengembangan

i<etahanan keluarfa dan pemberdayaan ekonomi keluarga;

C. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan penyusunan p9tgnji1k - pelaksanaan dan

fetunjuk teknis pembinaln dan pengendalian keluarga sejahtera;

d. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan pengembangan program ketahanan keluarga;

e. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiaian program dalam rangka pemberdayaan
ekonomi keluarga;

f. merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi
pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian, pengawasan dan
bvaluasi program pengembangan ketahanan keluarga serta
pemberdayaan ekonomi keluarga;

g. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;

h. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam_ peiaksanaan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

i. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai
dengan rencana;

j. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
' berda..iku.t keten[uan yang berlaku sebagai bahan peningkatan

karier;
k. menyiapkan bahan dan mengolah- laporan dalam berbagai bentuk

sesuai sumber data dan lapo-ran bawahan kepada atasan sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;
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1.

Pasal22

Bidang Keluarga Sejahtera terdiri dari :

a. Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga; dan

b. Sub Bidang Pemberdayaar. Ekonomi Keluarga.

Pasal 23

Sub Bidang Pengembangan Ketahanan Keluarga- .{ngmpunyai tugas
menyiapkrti b.hlt kooidinasi, merumuskan kebijakan teknis dan
melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis pembinaan dan
pen gendalian pen gembangan ketahanan kelu ar ga.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

menyusun langkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

c. menghimpufl, mengolah dan menganalisa data mengenai hasil
pela[sanaan pen gemban gan ketahanan kelu ar ga;

d. menyiapkan bahan pen1rusunan petunjuk teknig qan pembinaan,
pengendalian program pengembangan ketahanan kelu arga;

e. melaksanakan kegiatan penJrusunan rencana progr-ary dalam
rangka kebij akan o[erasional pengembangan ketahanan keluarga;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan
pengembangan ketahanan keluarga;

dan pengendalian

g. melaksanakan evaluasi dan analisa pelaksanaan kegiatan dalam
rangka pengembangan ketahanan keluarga;

h. menyiapkan bahan kerja sama dengan- instansi terkait dalam
rangka meningkatkan pen gemban gan ketahanan kelu at ga;

i. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnYa;

j. memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan dalam pelaksanan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

k. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai
dengan rencana;

l. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
berdasaikan ketet.[ur.t. yang berlaku sebagai bahan peningkatan
karier;

m. menyiapkan bahan dan mengolah- laporan dalam berbagai bentuk

"""rLi 
'sumber d.ata dan lapo-ran bawahan kepada atasan sebagai

bahan masukan serta memelihara arsip;

n. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan-- fr."it pelaksanaan tugas sebigai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

m.

memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
fr""ii pelaksanaan'iugas sebigai bahan evaluasi dan informasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

(1)

(2)

a.

b.
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(1)

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas.

Pasal 24

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas
menyiapkan bahan koordinasi, merumuskan kebijakan teknis dan
melaksanakan penyusunan program, petunjuk teknis, pembinaan dan
pengendalian pelaksanaan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut :

melaksanakan pen5rusunan rencana dan program kerja sebagai
pedoman pelakshnaan tugas;

menJrusun iangkah kegiatan sub bidang berdasarkan rencana kerja
tahunan sebagai pedoman;

c. menghimpun, mengolah dan menganalisa data mengenai
pemberd ay aar, ekonomi keluarga;

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan
pengendalian program pemberdayaan ekonomi keluarga;

e. melaksanakan penyusunan rencana program dan kebijakan
operasional serta rencana dan strategis bagi pelaksanaan program
pemberdayaan ekonomi keluarga;

f. melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi
keluarga;

g. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam
rangka pembinaan dan pengembangan program pemberdayaan
ekonomi keluarga;

h. membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang
tugasnya;

i. memberi petunjuk, arahan kepada bawahan dalam pelaksanaan
tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;

j. memeriksa, mengontrol dan menilai hasil kerja bawahan agar sesuai
dengan rencana;

k. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai
berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan peningkafan
karier;

1. menyiepkan bahan dan mengolah laporan dalam berbagai bentuk
sesuai sumber data dan laporan bawahan kepada atasln sebagai
bahan masukan serta memelihara arsip;

m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan
hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan infbrmasi
untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dens
bidang tugas.

(2)

a.

b.
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Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional me-mprlnYt tugas melaksanakan sebagian
t"g; ?;n tungsi Badai Pemberd ViaTi Pereirpuan, Perlindungan Anak

d;"; Keluarga Berencana sesuai" dengan k-eahlian dan kebutuhan
U"ia""r.rkan"peraturan perundan g-undan gan yan g berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai
Peraturan Bupati ini akan diatur
tersendiri.

hal-hal yang belum diatur dalam
kembali- dengan Peraturan BuPati

Pasal2T

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan eupaii Tni derigan p".,"*patannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Balangan.

Ditetap

pada

UPA

DrE/'

Diundangkan di Paringin

pada tanggal 20 Februati 2Ol2

SEKRETARIS

!

TEN BALANGAN TAHUN 2012 NOMOR 02
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